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ABSTRAK

Indonesia darurat kejahatan seksual, kalimat yang kembali muncul
di masyarakat sebagai respon atas rangkaian kasus kekerasan seksual
pada anak-anak yang semakin meningkat. Diawali dengan adanya kasus
pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School pada akhir
2013 hingga kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada YY di Bengkulu,
masyarakat menuntut Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan
bagi anak-anak. Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, merupakan jawaban Pemerintah yang dimaksud untuk kegentingan
yang diakibatkan karena kekerasan seksual yang semakin meningkat
secara signifikan. Penetapan Perppu ini mengakibatkan berbagai pro dan
kontra pada berbagai kalangan.

Penelitian ini- merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data
primer yang diperoleh dari 7 narasumber, yang terdiri dari pakar hukum
pidana, pakar HAM, Agamawan dan pakar psikologi, dokter andrologi dan
pusat pelayanan terpadu Seruni. Data sekunder sebagai penunjang
diperoleh melalui kajian pustaka, data yang diperoleh dari penelitian
selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 narasumber kontra
terhadap penerapan suntik kebiri sebagai hukuman tambahan pada
pelaku kekerasan seksual pada anak, dimana alasan kontra terkait
dengan efektifitas suntik kebiri, efek kerusakan pada beberapa organ yang
ditimbulkan oleh kebiri kimia dan kebiri kimia yang dianggap melecehkan
martabat manusia. Adanya fenomena bahwa korban kekerasan seksual
berpotensi menjadi pelaku pada masa mendatang, maka bentuk keadilan
yang dapat diterapkan adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak
hanya berpusat pada kebutuhan korban, tetapi juga pelaku kejahatan dan
masyarakat. Pendampingan saat rehabilitasi selama ditahanan, bagi
terpidana kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk dari
pelaksanaan keadilan restoratif, hal ini akan membantu menyiapkan
mereka setelah dilepaskan untuk masuk kembali dalam kehidupan
masyarakat.

Kata kunci: kebiri kimia, pro dan kontra, hak asasi manusia.
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ABSTRACT

“I

ndonesia is in sexual crime distress”, a phrase that arise in the
community as a response against chain of arising child sexual offend
cases. Started with Jakarta International School’s sexual harassment case
at the end of 2013 to a murder-and-rape case against YY in Bengkulu, the
community demands their children security reassurance from the
government. In answer, Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak is stipulated for the significantly arising sex offend distress, which
cause pros and cons among communities.

This study was a social legal approach with analytic descriptive
research specification. This study used sample that was taken from seven
sources consist of experts of criminal laws, human rights, religious
experts, psychologic experts, medical andrology experts, and Seruni’s
Center of Integrated Service. Secondary data was obtained through
literature study. The data was then analysed qualitatively.

The result showed that six out of seven sources cons against
implementation of chemical castration as an additional sentence for child
sex offenders, where as the reason associated was the effectivity of
chemical castration, collateral effects against another organs, and
assumption of debasing human dignity. With the presence phenomena
that now-victims may be the potential future’s offenders, the form of justice
suggested was the restorative justice in which not only victim’s need-
centered, but also the offender’s and community’s centered. Mentoring
when in-custody rehabilitation for the convicted child’s sexual offender was
a form of implementation of restorative justice, which word prepare the
convicted after being discharged and returned to society.

Keywords: chemical castration, pros and cons, human right.
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